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BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 10 TAHUN 2024 
 

TENTANG  

 
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 
Menimbang : a.  bahwa pembangunan Daerah diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah 
khususnya di bidang konstruksi fisik perlu didukung dokumen 
standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara melalui 

penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 

22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan 

secara berkala setiap tahun oleh bupati atau wali kota untuk 
Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur;   

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Tahun 2024; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 6628); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

TERTINGGI TAHUN 2024. 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Bupati adalah Bupati Magelang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

5. Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas 
yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber 

pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. 

6. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan 
Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan 
teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan 

pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan 
bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan 
gedung. 

7. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi 
pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara. 

8. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 
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9. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 

Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar 

teknis Bangunan Gedung. 
 

Pasal 2 

 
(1) Standar Harga Satuan Tertinggi Tahun 2024 merupakan pedoman dalam 

perencanaan pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2024 
di Daerah.  

(2) Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi 

Persetujuan Bangunan Gedung merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi 
untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana. 

(3) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan untuk perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk 
seluruh Bangunan Gedung milik Pemerintah dan bukan milik Pemerintah. 

 
Pasal 3 

 

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
meliputi: 

a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung 
negara lainnya;  

b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; dan  

c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan 
gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara. 

(2) Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi sederhana 
dan tidak sederhana.  

(3) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Rumah Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:  
a. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan Rumah Negara 

dengan klasifikasi sederhana terdiri atas Tipe C; dan 
b. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan Rumah Negara 

dengan klasifikasi tidak sederhana per m² untuk Tipe A dan Tipe B. 

(4) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar Bangunan Gedung kantor 
dan bangunan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar depan, samping, atau 

belakang Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung Negara lainnya 

per meter; dan  
b. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Pagar depan, samping, atau 

belakang Rumah Negara per meter.  

(5) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah 
termasuk biaya umum (overhead) pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, dan 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 4 
 

Standar Harga Satuan Tertinggi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 
Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 1 Juli 2024 
 
Pj. BUPATI MAGELANG, 

 
ttd 

 

SEPYO ACHANTO 
Diundangkan di Kota Mungkid  

pada tanggal 1 Juli 2024 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 
ADI WARYANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 10    
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Ditandatangani secara elektronik oleh; 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

# 

 
 

RATNA YULIANTY, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 196807301997032003 
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